BAB Il1
PENUTUP
A. Kesimpulan

Koordinasi Kejaksaan dengan KPK dalam melakukan penyidikan tidak
terbatas. Kendala umum  yang dihadapi kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana
korupsi adalah penghitungan kerugian negara, Kerugian negara yang ditimbulkan oleh
tindak pidana korupsi ini tindak dalam jumlah yang kecil dan tidak selalu langsung
dalam berbentuk sesuatu yang bisa dapat dihitung akan tetapi berbentuk barang.
Kejaksaan akan sulit untuk memperkirakan harga barang tersebut dan membutuhkan
waktu yang lama, dilain pihak kejaksaan harus segera dapat menentukan kerugian
negara, sebab adanya batasan penahanan dalam penyidikan yang diatur jelas didalam
hukum acara pidana yaitu selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari.
Selain kesulitan dalam penentuan jumlah kerugian keuangan negara, kejaksaan
kesulitan apabila kejahatan tersebut. dilakukan dengan media elektronik misalnya
dalam menggunakan internet maupun telepon gengam, maka akan sulit untuk
melakukan penyelidikan, disebabkan kejaksaan masih terbatas sarana dan prasarana

bahkan sumber daya manusianya.

B. Saran

Kejaksaan harus menilai bahwa dengan dibentuknya Komisi
Pemberantasan Korupsi bukan berarti komisi tersebut menjadi lawan, namun sebagai
kawan yang sifatnya membantu Kejaksaan dalam menangani perkara-perkara korupsi
yang belum terselesaikan. Pemerintah hendaknya segera membenahi kejaksaan baik

itu sumber daya manusianya, sarana dan prasarana.
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Pemerintah hendaknya memberikan pengecualian mengenai batas

penahanan terhadap tersangka yang melakukan korupsi, sehingga kejaksaan tidak lagi

kekurangan waktu khususn yidikan tindak pidana korupsi.

instansi lainnya baik
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